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BUPATI GOWA

PROmNSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DADtt KABUPATEN GOWA

NOMOR tt TAHUN 2015

TENTANO

PENVELENGGA― PELAYANAN PuBLIIX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA′「 ICOWA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka
mr:ningkatkan kualitas dan
mcnjar:rin l:enyediaan pelayanan
p[Lb]ik serta untuk memberikan
perJindungan bagi masyarakat
dari penytLlahgunaan ['ewenang di
dalam penydc-'tlggar€ran pelayanan
publik, han.ls diterapkan prinsip-
prinsip tatra kclola pemerintahan
Yang baiki



Mengingat t1,

b. bahrva Pemerintah Dierah
berkeq'ajibar.r menyelenggarakan
pelayanan publik secara
terintegrasi dan
berkesinambungan dalam upaya
memenuhi harapan dan tuntutan
masyarakat terhadap kualiras
pelayanan publik;

c. bahwa untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada
huruf b, perlu norma hukum -yangmengatur penyelenggaraan
pelal'anan publik secara
berkuaiitas, terintegrasi dan
berkesinambungan sebagai upaya
memberikan perlindungan atas
hak-hak publik;

d. bahrra
Pe.timbangan

berdasarkan
sebagain-rana

dimaksud pada huruf a, hLrrui b,
dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten
Go$-a tentang Penyeienggaraan
Pelayanan Publik.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar \egd ra Rrpublik Inclonesia
Tahun 1945;

Undang-Undarrg Nomor 29
Trrhun 1959 tentang
Pembentukan DaerahDaerah
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Tingkat It di Sulawesi (l-embaran
Negara Republik lndonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
l€mbarafl Negara Republik
Ihdonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 2a
tentang

Penyelenggaraar Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31

Tallur1    1999

Tahun    1999 tentang
Pernberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembararr Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 78, Tahbahafl Lembaran
Negara Republik lndonesia
Nornor 3854) $ebagaimana telah
diqbah dengarr Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan ataE Undarg-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pehberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lehbara Negara
Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

な
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5. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang
Tahun 2OO4
Perbendaharaan

Nomor 1

tentang
Negara

{Le66a1s1 Negara Republik
lndonesra Tahun 2tlo4 Nomor 5,
Tambahan Lembar:rn Negara
Repu blik lndon,'siii Nomor e.t5iJ:

Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeioiaan dan Tanggung jan'ab
KeDangarr Negara (Lembaran
NeBaIa RepU bLrk J ndrn esia
Tahun 200rt Nomor 66, ']'ambahan
Lembararr Negara Repubtik
Iodonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 11
'Ta hun joOa lenrang Iniurmasi
dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tahbahan Lembarirn Negara
RepuUlik Ind,)ncsia Nom"r 4B4Jj,

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 20O8 tentang Kelrerbukaan
Informasi Publik (Lembaran
Ncgara Republik indonesia

7.

8.
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Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahal
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undaag Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tahbahafl Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011
Pernbentukan

tent€ing
Peraturan

Perundang-undaagan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nohor 82, Tambahan
Lernbaran Negar:a Republik
Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undatg Nomor 5
Tahun 2O14 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

13. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Ta&bahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
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Undang-Undang No*rr." g
Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 68
Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,
Tahbahan Lembaran Negam
Republik Indohesia Nomor 3866);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 58
Talun 20O5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 14O,- Tahbahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nornor 4578);

16, Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman
Penlrusunan dan Penerapan
Stqnd Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 renrang Pcmbagidn
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan
Daer ah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Presiden Nomor 5.1
Tahun 2O1O tentang Pengadaan
Baralg/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4
Talun 2015;

I9. Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1

Tahun 2010 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2010
Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 10 Tahun 2005
teatang Penl'tdik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gowa (Lembarar
Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2005 Nomor 10).
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Dengan Persetttuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOwA

dall

BUPATI GOWA,

MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PEWYELENGGARAAN  PELAYANAN
PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMuM

PaSal l

Dalam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan:
l  Dacrah adalah Kabupatcn GO、 va
2  Pcmcrintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kervenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati cowa.
De{,an Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakiian Rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerafi p2d2
Pemerintah Daerah.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disebut BUMD adalah Badan Usaha vang seiuruh

３

４

5

6



atau sebagian besar modalnya dimiliki
daerah.
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan daiam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sestrai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan bagi setiap
rnasyarakat atas barang, jasa dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh
pFn) elengga ra pelalanan publik.
Penyeier, ggara Pelayanan F'ublik vang selanjutnya
disebut Penyelenggara adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum laln yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.
Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik 1,ang
selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara
adalah Satuan Kerja Penyelenggara Peiayanan
Publik yang berada di lingkungan Institusi
Penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
uFruk kegiatar pela)6nan publik.
Pelaksana Pelayanar.r Publik yang selanjutnya
disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai,
petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam
organisasi Penyelenggara yang bertu8as
melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan pelayanan publik.
Kinerja adalah gambaralr mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD dan
BUMD sebagai penjabaran dari visi, misi s€rta
strategi SKPD dan BUMD yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
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12

13

14

kegiatan kegiatan sesuai dengan progra; dan
kebijakan yang ditetapkan.
Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga
Negara maupun penduduk sebagai orang-
perseorangan, kelompok, maupun badan hukum
yang be.kedudukan sebagai penerima manfaat
pelayanan publik, baik secara langsung maupun
tidak iangsung.
Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penvelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
teiangkau, dan terukur.
Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah
rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan
dan pengeiolaan informasi serta mekanisme
penyampaian informasi dari Penyelenggara
kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk
lisan, tulisan 1atin, tulisan dalam hurul brdile,
bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta
disajikan secara manual atau elektronik.
Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertuiis
yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan
janji yang terdapar dalam standar pelayanan.
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat
yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam mempe.oleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara peiayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya,

17. Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah
perwujudan kewajiban Penyelenggara pelayanan
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18

19

20

22

23

21

publik untuk mempertanggungja\^'abkan kepada
masyarakat mengenai pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan, melalui mekanisme
pertanggungjawaban secara periodik.
Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima
pelayanan yang berisi informasi tentang
ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima
dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
Pengadu adalah masyarakat yang melakukan
pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan
publik yang diberikan oleh Penyelenggara dan
Pelaksana.
Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang
timbul dalam bidang pelayanan publik antara
penerima layanan dengan Penyelenggara
pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara
pelayanan yang diterima dengan standar
pelayanan publik yang telah ditetapkan.
Gugus Kendali Mutu adalah sistem dalam
man4emen usaha .yang ditujukan untuk
meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mutu
produksi, dalam rangka meningkatkan daya saing
produk yang dihasilkan.
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
yang selanjutnya disebut MD-PK adalah
landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten Gowa dalam meiaksanakan
pencegahan dan pemberantasan korupsi
berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan
publik.
Anggr..n Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS, PRINSIP

DAN RUAI{G LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dar Tujuar

Pa3al 2

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan
pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas,
terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3
Penyelenggalaan pelayanan publik bertujuan untuk :

a. terwujudnl.a prinsip-prinsip tata kelo1a
pemelintahan yang baik;

b.ter$,ujudnya pehyelenBgaraan pelayanan publik
yang efektif dan efisien serta mencegah KoILpsi,
Kolusi dan Nepotisme;

c. teni,ujudnya RAD-PK untuk meningkatkan kualitas
pelavanan publik di Daerah;

d.terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

e. tenvujudnya batasan dan hubungan yang jelas
tentang hak, tanggung jaws$, kewajiban dan
kervenangan seluruh pihak yang rerkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua
Aeag

Pasal 4
Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas:

t2



a. kepentingan urlum;
b. kepastian hukum;
c. kesarnaafl hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalaa;
I parLisipatif;
g. persamaan perlakuan / tidal< diskriminatif;
h, transparansi;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlaluan khusus bagi kelompok

rentan;
k. ketepatan waktu;
l. kecepatar, kemudahan, dan keterjangkaual;
m. efiEiensi dan efektivitas;
n. konsistensi;
o. keadilan;
p. kecermatan;
q. motivasi;
r. tidat melampaui kewenangan;
s. kewajaran dan kepatutan;
t. perlindungan hukum; dan
u. proporsional.

Bagtar Ketiga
PritslP

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan
berdasarkan prinsip:
a. kesederhataan;
b. kejelasan;
c. kepastian waktui
d. akurasi;
e. keamanan;
f. tanggung jawab;
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g. kelengkapan sarara dan prasarana;
h. kemudahan akses;
i. kedisiptinan, kesopanan dan keramahan; dan
j. kenyamanan.

Baghrr Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 6
Ruang lingkup pelayanal publik meliputi:
a. pelayanan barang publik;
b. pelayanan jasa publik; dan
c. pelayaaan administratif.

Pasal 7
(1) Pelayanafl barang publik sebagaimana dimalsud

dalam Pasal 6 huruf a, yaitu pelayanan yang
menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang
yahg digunakan oleh publik, sesuai kewenangal
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
penyelarasan pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh BUMD.

(2) Pelayanan baraog publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pengadaan dan penyalurarr barang publik yang

dilakukan oleh SKPD yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Peadapatan Belanja Negara dan/atau APBD;

b. pengadaaa darr penyaluran barang publik yang
dilakukarr oleh badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan Daerah dan/atau
kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
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c-. pengadaan dan penyaluran barang publik yang
pembiayaannya tidak bersumber dari APBD
atau badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari
keka,r,aan Daerah yang dipisahkan, tetapi
ketersediaannya menjadi misi Daerah, yang
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasel 8
(1) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 hurul b yaitu pelayaoan yang
menghasilkan berbagai bentuk jasa yang
dibutuhkan oleh publik, meliputi:
a. penvediaan jasa publik oleh SKPD yang

sebagian atar-r seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan
usaha yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah
dan/atau kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan

c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya
tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja dan Daerah atau badan usaha yang
modal pendiriannya sebagian atau seluruhnva
bersumber dari kekayaan Daerah dan/atau
kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi
ketersediaannya menjadi misi Daerah yang
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan
didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu
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yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam
kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan
sebagai Penyeienggara.

Pasal 9
Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c yaitu pelayanan lrang
menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang
d ibu Iuh ka n oleh publik, melipuri :

a. tindakan administratif Pemerintah Daerah dalam
rangka mervujudkan peilindungan pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
masyarakat; dan

b. tlndakan administratil oleh instansi non
Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang iingkup dan
rincian jenis pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9
diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBINA ORGANISASI PENTELENGGARA DAN

PENATAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pembina, Petratggung jawab dan Penyelenggara

Pasal 11
('1)Bupati adalah Pembina penyelenggaraan

pelayanan publik di Daerah;
(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rrempunyai tugas:
a. melakukan pembinaan;
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bi pengawasan;
c. pengendalian; dan
d. evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari

penanggung ja!!'ab.
(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat melaporkan hasil perkembangan kinerja
pelayanan publik kepada DPRD;

(4) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai
penanggungjawab pelayanan publik di Daerah;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (31 diatur
dalam Peraturan Bupati.

(6) Penanggung jarvab mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan kelancaran

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan standar pelayanan di lingkungan SKPD
dan Direksi BUMD;

b. melakukan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan publik; dan

c. melaporkan kepada pembina pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan publik di
lingkungan SKPD dan BUMD.

Pasal 12
Bupat mcnu12」 uk Kepala SKPD dan Direksi BuMD
scbagai Penyclenggara

Bagian Kedua
Orgaliaaal Peayelenggara

Pasal 13
(1) Penl.elenggaraan peiayanan publik meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengeloiaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaaninformasi;
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11. pengau asa n internal:
e. penlruluhan kepada masyarakat; dan
f. peiayanankonsuLtasi.

(2) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi
pehyelenggara bertanggungja\i,ab atas
ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan
penvelenggaraan pelayanan pubiik.

{1) Setiap

Bagtaa Kettga
Akuatabllitas

Pasal 14

Penyelenggara wajib
mempertanggungjawabkan keputusan yang
dikeluarkan kepada Pembina sesuai ketentuan
peraturan per-undang-undangan.

(2) Penyelenggara wajib melakukan penga\\-asan dan
pengendalian pelayanan
kervenangannya.

berdasarkan

(2)

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Pasal l5
Penyelenggara wajib melaksanakan monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di
lingkungan SKPD dan BUMD yang bersangkutan
secara berkala dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyelenggara \\,ajib meiakukan upaya
peningkatan kapasitas Peiaksana.
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(3)

(4)

(4)

２

　

３

Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengarr indikator yang jelas dan
terukur, dengan memperhatikan perbaikan
prosed L r dan/arau penyempurnaan organisasi
sesuai dengan asas pelavanan publik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diukur secara menyeluruh dari aspek:
a. masukan, merupakan indikator keberhasilan

efisiensi sumber daya untuk menghasilkan
keluaran dan hasil;

b. proses, merupakan indikator kejelasan
prosedur, penyederhgnqan prosedur,
kecepatan, ketepatan dengan biaya murah; dan

c. keluaran, merupakan indikator tingkat
kepuasan peiayanan dan peningkatan
Pelayanan.

Pasal 16

Penyelenggara wajib melakukan penyeleksian dan
promosi terhadap Pelaksana secara transparan,
non diskriminatil dan adil, sesuai ketentuan
peraturafl pcrundang u nda nga n.
Penyelenggara wajib memberikao penghargaan
kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja.
Penyeienggara rva.jib memberikan sanksi kepada
Pelaksana yang melakukan peianggaran
ketentuan internal penyelenggaraan pelayanan
publik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
penyeleksian, pemberian penghargaan dan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat {3), diatur dalam Peraturan Bupati.
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Bagian Kelima
Hubungan Antar Penyelenggara

Pasal 17

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan
teknis operasionai pelayanan dan/atau
pendukung pelayanan, dapat dilakukan keia
sama antar penyelenggara.

(2) Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup
kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak
dapat melakukan sendiri karena keterbatasan
sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat,
Penyelenggara dapat meminta bantuan
Penyelenggara 1ain.

(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) dapat dilakukan dalam hal:
a. adanya alasan hukum bahwa pelayanan

publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh
Penyelenggara yang meminta bantuan;

b. kurangnya sumber daya dan fasilitas yang
dimiliki Penyetenggara, yang mengakibatkan
pelayanan publik tidak dapat diiaksanakan
sendiri oleh Penyelenggara;

c. penyelenggara tidak memiliki pengetahuan
dan kemampuan untuk melaksanakannya
sendiri:

d. dalam hal untuk melakukan kegiatan
pelayanan publik, PenYelenggara
membutuhkan surat ketetangan atau
dokumen yang diperlukan dari Penyelenggara
iainnya; dan

e. dalam hal peia,l/anan publik hanya dapat
dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan
fasilitas yang tidak mampu ditanggung sendiri
oleh Penyelenggaru. 
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(4) Dalam keadaan darurat, permintaan
Penyelenggara lain sebagaimana dimaksud pada
avat (2) wajib dipenuhi oleh Penyelenggara
pemberi bantuan, sesuai dengan tugas dan lungsi
organisasi Periyelenggara l,ang bersangkutan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Baglan KeenaE
Kerjasama Penyelenggara dengatr Pihak Lain

Pasal 18

(1J PenvelengElara dapat melakukan keiasama dalam
bentuk penyerahan sebagian
penyelenggaraan pelayanan publik kepada
lain, dengan ketentuan:
a. kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik

dituangkan dalam bentuk perjanjian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan standar pelayanan;

呻ｐｉｈａｋ

b. penyelenggara
menginformasikan
masyarakat;

c. tanggung ja\i'ab pelaksanaan kerjasama
bidang tertentu berada pada pihak lain,
sedangkan tanggung jawab penyeienggaraan
pelayanan publik secara menyeluruh berada
pada Penyelenggara;

d. informasi tentang identitas pihak lain dan
Penyelenggara sebagai penanggungjawab
pelayanan publik hams dicantumkan oleh
Penyelenggar6l pada tempat yang jelas dan
mudah diketahui masyarakat; dan

e. penyelenggara dan pihak lain u'ajib
mencantllmkan alamat tempat pengaduan
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(2)

(3)

(4)

dan sarana untuk menampung keluhan
masyarakat yang mudah diakses, antara lain
melalui telepon, pesan layanan singkat (short
message seruicesl, laman (uebsite), pos el (e-

mai4, dan kotak pengaduan.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat i1)
wajib berbadan hukum sesuai ketentuan
perc u ran perundang-undangan.
Pemilihan pihak Iain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menambah beban bagi masyarakat.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Baglan Kesatu
Hak dao I(ewaJlbaa P€ryeletrggara

Pasal 19

Penyelenggara memiliki hak:
a. memberikan pelavanan tanpa dihambat pihak lain

yang tidak be.ll'enang;
b. melakukan kerjasama;
c. mengelola anggaran pembiayaan penyelengg4r4an

pelavanan publik;
d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan,

tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai dengan
kenyataan daiam penyelenggaraan pelayanan
publik; dan

e. menolak permintaan
berlsnlangqn dengan
perundang undangan.

pelayanan yang
ketentuan peraturan
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Pasal 2O

Penyelenggara berkewajiban:
a. menJrusun dan menetapkan staadar pelayanal;
b, menF:sun, menetapkan, dan m€mpublikasikan

maklumat pelayanan;
menempatkan pelatsana yang kompeten;
mehyediakan sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan publik yang mendukuflg
terciptanya iklirn pelayanan yang memadai;
memberikan pelayanan yaflg berkualitas sesuai
dengan asas penyelenggaraan pelayanarl publik;
melaksanalan pelayanan sesuai dengan standar
pelayalan;

g. beryanisipasi altif dan mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan yarlg terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
memberikan pertanggundawaban terhadap
pelayanan yang diselen ggarakan;
membantu masyarakat dalam memahami hak dan
tanggung jawabnya;
bertanggung jawab da,larn pengelolaan organisasi
penyelenggara petayanan publik;
memberikan perhnggungiawaban sesuai dengan
hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri
atau melepaskah tanggung jawab atas posisi atau
jabatan; dan
memenuhi parrggilan atau mewakili otganisasi
untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu
tindakan hukum atas perrnintaan pejabat yaig
berwenang dari lembaga negara atau instansi
pemerintah fang berhak, berwenang, dan sah
sesuai d€ngar ketentuan peraturan perundang-
undangan.

h

1.
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Bagian Kedua
Kewajiban dan Laranga! Pelaksana

Pasal 21

Pelaksana berkeu-ajiban:
a. melakukar) kegiatan pelayanan sesuai dengan

penugasan yang diberikan oleh penlrelenggara;
b. memberikan pertanggungiarvaban atas

pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undaqgaJt;

c. memenuhi panggilan untuk hadir atau
melaksalakan perintah suatu tindakan hukum
atas permintaan pejabat yang berwenang dari
lembaga negara atau instansi pemerintah yang
berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memberikan pertanggungjawaban apabila
mengundurkan diri atau melepaskan tanggung
jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. melakukan evaluasi dan membuat laporan
keualgan dal kinerja kepada penvelenggara secara
berkala.

Pasal 22
Pelaksana dilarang:
a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus

organisasi usaha bagi Pelaksana yang berasal dari
lingkungan SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah;

b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali
mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah
sesuai ketentuan peraturan pentndang-
und angan;

c. menambah Pelaksana tanpa persetqiuan
Penyelenggara;
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d. .\-rembuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain
tanpa persetujuan Penyelenggara;

e. melanggar asas-asas penyelenggaraan peiayanan
publik; dan

L menerima imbalan dalam bentuk apapun dari
masyarakat yang terkait langsung atau tidak
dengan penlrelenggaraan pelayanan.

Bagtan Ketlga
EaL dar KeweJlbar I[asyarakat

Paeal 23
Masyarakat berhak:
a. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai

dengan asas dan tujuan pelayanan;
b. mebgetahui kebena,ran subst nsi standar

pelayanan;
c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
d. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas

produk polayanan;
e. mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan

yang di4iukan;
mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau
pemenuhal pelayaaal;
memberitahukaa kepada Pimpinan Penyelenggara
dan/atau Pelaksana untuk memperbaiki
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak
sesuai dengan standar pelayanan;

h. menyarankan kepada Pelaksana untuk
memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yaag
diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

i. mengadukan Penyelenggara dan/atau Pelaksana
yang melakukal penyimpangan standar
pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan
kepada Pembina Penyelenggara dan ombudsman;

ｒ
ｌ
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j. menerima informasi yang terkait dirrgan
pelayanal; dan

k. menggugat Penyelenggara dan Pelaksana yang
dianggap merugikan, melalui mekanisme sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasat 24

Masyarakat berkewajiban :

a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana
dipersyaratkan dalam standar pelayanan;

b. menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanan publik; dan

c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang
terkait denga! penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V
PEITYEI,EI{GGARAAN PELAYANAIT PUBLIK

Bagi.n Kesatu
Pola Pelayaratr

Pasal 25

(1) Pola penyelenggaraan pelayanan publik dapat
meliputi:
a. fungsional;
b. terpusat;
c. terpadu, terdiri atas:

1. terpadu satu atap; dan
2. terpadu satu pintu.

d. gugus tugas,
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pola

penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.
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Bagia! Kedua
Standar Pelayanan

Paragraf I
Umum

Pasal 26

(1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan
standar pelayanan publik, sesuai ketentuan
peraturan peru1d41g-undangan.

(2) Dalam penyusunan dan penetapan standar
pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
al'at (1), Penyelenggara \\'ajib mengikutsertakan
masyarakat dengan prinsip tidak diskriminatif.

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip
tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis
pelayanan, memiliki kompetensi darr
meogutamakan musyawarah, serta
memperhatikan keberagaman.

(4) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar
pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar
pelayanan publik diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal2T

Komponen standar pelayanar paling sedikit meliputi:
a. dasar hukum;
b. PerEyaiatanj
c. sistem, mekanisme dafl prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya/ tarif;
f. produk pelayanan;
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h. kompetensi Pelaksana;
i. pengawasan intemal;
j. penanganan pengaduafr, saran dan masukan;
k. jumlah Pelaksana;
1. jaminar pelayanan yang memberikan kepastian

bahwa pelayanal dila-k-sanakan sesuai dengan
standar pelayanan;

m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran
dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa
aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-
raguan; dan

n, evaluasi kinerja Pelaksana.

Paragraf 2
Tata Perllaku Pelyelelggara

Pasal 28

Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai
kode etik dalam memberikan pelayanan publik,
sebagai berikut:
a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan

profesional;
b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
c. peduli, teliti dan cermat;
d. bersikap rarna]:, bersahabat dan sopal;
e. bersikap tegas dan memberikan pelayanan yang

tidak berbelit-belit;
f. bersikap mandiri dan dilaralg menerima imbalan

dalam bentuk apapun; dan
g. perilaku baik yang menunjang terlaksananya

pehyelenggaran pelayanan publik yang cepat,
tepat dan akurat.
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; Bagian xetiga
Peningkrtan Kualitas Pelayanan Publlk

Paragraf 1
Umum

Pasal 29
(1) Penyelenggara wajib meningkatkan pelayanan

pubiik sesuai dengan tugas pokok dan lungsinya.
(2) Untuk peningkatan pelayanan publik,

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memperhatikan:
a. komitmen Penyelenggara dan Pelaksana;
b. perubahan pola pikir terhadap fungsi

Pe1a1'anan;
c. partisipasi pengguna pelayanan;
cl. kepercayaan;
e. kesadaran Penyelenggara dan Pelaksana;
f. keterbukaani
g. ketersediaan anggaran;
h. tumbuhnya rasa memiliki;
i. surve), kepuasan masyarakat;
j. kejujuran;
k. realistis dan cepat;
1. umpan balik dan hubungan masyarakat;
m. keb(ranian dan kebiasaan menerima

keluhan/pengaduan; dan
n. kebe.hasilan dalam menggunakan metode.

Paragraf 2
Gugus Nerdali Mutu

Pasal 3()
(1) Untuk menghasilkan mutu pelayanan pada

Penyelenggara pela3tanan publik diperlukan
penerapan kendali mutu dalarn proses
penvelenggaraan pelayanan publik.
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(2) Penerapan kendali mutu pelayanan pablik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyelenggara dapat membentuk Gugus Kendali
Mutu.

(3) Gugus Kendali Mutu terdiri dari Pelaksana yang
berkompeten pada unit Penyelenggara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Kendali
Mutu diatur dalam Peraturan Bupati.

Baglan Keempat
Iadeks Kepuasaa Masyarakat

Pasal 31
(1) Untuk nencapai kualitas pelayanan publik,

diperlukan penilaian atas pendapat masyarakat
melalui penlmsunan indeks kepuasan
masyarakat.

(2) Dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. prosedur Pelayanan;
b. persyaratan pelayanan;
c. kejelasan petugas pelayanan;
d. kedisiplinan petugas pelayanan;
e. tanggung jawab petugas pelayanan;
f. kemampuan petugas pelayanan;
g. lvaktu pelayanan;
h. keadilan mendapatkan pelayanan;
i. kesopanan dan keramahan petugas;
j. kewajaran biaya pelayanan;
k. kepastian biaya pelayanan;
1. kepastian jadwal pelal'anan;
m. kenyamanan lingkungan; dan
n. keamanan pelayanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tangkahJangkah
pen\nsunan indeks kepuasan masyarakat
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(2)

kebagaimana dimaksud pada a]'at (2) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelinra
Maklumat Pelayanan

Pasal 32

Penyelenggara wajib menlrsun dan menetapkan
Maklumat Pelayanan yang merupakan
pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelavanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.
Makiumat Pelavanan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) u'qjib dipublikasikan.

Bagian Keenam
Sist6tn Informasi Pelayanan Publik

Pasal 33

Dalam rangka memberikan dukungan informasi
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,
perlu diselenggarakan sistem informasi yang
mudah diakses masyarakat.
Setiap informasi harus dapat diperoleh
masyafakat dengan cepat, tepat, mudah dan
sederhana.
Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang
terdiri atas sistem informasi elektronik dan bukan
elektronik, paling sedikit meliputi:
a. profil Penyelenggara ;

b. profil Pelaksana;
c. standal pelal-anan;
d. Maklumat pelayanan;
e. pengelolaan pengaduan; dan
f. penilaian kinerja.

3l
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Bagiaa Xetujuh
Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Pelayanan Publik

Pasal 34
(1) Penveler.rggara dan pelaksana berkewajiban

mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasiiitas
pelayanan publik secara elektif, efisien,
transparan, akuntabel, dan berkesinambungan
serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan
dan/atau penggantian sarana, prasarana,
dan/atau lasilitas pelayanan publik.

(2) Pelaksana u,ajib memberikan laporan kepada
Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan
sa.ana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan
publik, sesuai standar pelayanan.

(3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2j, penyelenggara
melakukan analisis dan menyusun daitar
kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanan publik dan pelaksana.

(,tr) Atas analisis dan daftar kebutultan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penyelenggara
melakukan pengadaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan
mempertimbangkan prinsip elektivitas, efi siensi,
transparansi,
berkesinambungan.

akuntabiiitas, dan

Baglan l(edelapan
Pelayanaa Akses Xhusus

Pasal 35
(1) Penl.elenggara wajib mengupayakan sarana dan

prasarana yang diperuntukkan bagi kelompok
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rentan, meliputi penyandang cacat, Ianjut usia,
wanita hamil dar balita, serta korban bencana
dan darurat lainnya.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada avat (1) rvajib menjamin
aksesibilitas pengguna layanan yang dilakukan
secara bertahap, sesuai ketentuan peraturan
petundang-undangan.

{3) Sarana, prasarana, dan/atau Iasiiitas pelayanan
publik dengan perlakuan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh
orang yang tidak berhak.

Bagian Keserrbilal
Pelayanan Khusus

Pasal 36
Penyelenggaraan jenis pelayanan publik tertentu
dimungkinkan untuk memberikan penyelenggaraan
pelayanan khusus dengan ketentuan seimbang
dengan biaya yang dikeluarkan, sesuai ketentuan
pera I Lr rd n peru ndang-u nda nga n.

BagiaD Kesepuluh
Biaya PelayaDan Publik

Pasal 37
(1J Bial-a pelayanan publik pada dasarnya

merrrpakan tanggLing jat'ab Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

{2) Biava pelayanan publik yang merupakan
tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Peherintah Daerah apabila diu'ajibkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3)

(4)

Biaya pelayanan publik selain yang diwajlDkan
oleh ketentuan peraturan perundang undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dibebankan
kepada penerima pelayanan publik.
Kerenruan lebjh lanjut mengenai pcnalapan
besaran biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasel 38
Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan yang
ditetapkan dalam APBD;

Baglan Kesebelas
Penanganar Peogadua!

Pasal 09
(1) Pemerintah Daerah wajib menlrusun mekanisme

penanganan pengaduan dan menyedia,kan sarana
pengaduan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sietem penanganan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
a. aspek institusional;
b. aspek prosedural;
c. bersifat integtatifi dan
d. bersifat komprehensif.

(3) Prinsip penanganall pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meUputi:
a. objektivitas;
b. koordinasi;
c. efektivitas dan elisiensi;
d. akuntabilitas; dan



e. transparan.
(4) Ketentuan yang harus diatur di dalam prosedur

dan mekanisme penanganan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi:
a. penentuan pejabat yang benvenang untuk

melakukan pengelolaan pengaduan;
b. penentuan tata cara pengalihan pengaduan

dari penerima p€ngaduan kepada pejabat
teknis yang beru'enang;

c. penentuan tata cara pemberian informasi
kepada yang mengajukan pengaduan tentang
hambatan yang muncul dalam proses
penyelesaian masalah;

d. penentuan tata cara pemberian informasi dari
petugas lapangan kepada petugas administrasi
tentang sudah atau beium diselesaikannya
masalah dan menginformasikan hambatan-
hambatan yang ada; dan

e. menginformasikan kepada pihak yang
mengajukan pengaduan, dalam hal masalah
yang dikeluhkan telah berhasil diselesaikan.

(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
pihak yang mengajukan pengaduan menerima
Pelayanan

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan
mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) dan ayat (4) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 4O
(1) Penyelenggara wajib menangani

merindaklanj uti psngaduan yang berasal
penerima pelayaJran dalam batas tertentu.

ｄａｎ面
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(2)

＾
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(2)

(3)

(4)

Proses penanganan pengaduan dilakukan oteh
Penyelenggara melaiui:
a. konlirmasi dan klarifikasi;
b. penelitian dan pemeriksaan; dan
c. pelaporan hasil penelitian dan pemeriksaan.
Proses penanganan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN TEKIOLOGI INFORMASI

Pasal 41

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik, Penyelenggara dapat
memanfaat kan teknologi i nlormasi.
Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi alat bantu dalam
melaksanakan transparansi dan akuntabilitas
pelayanan publik, untuk me\mjudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dalam kerangka
pemerintahan elektronik atau electroftic
g o uetnment ( e - g o uemment ).
Penl,elenggara memberikan kemudahan akses
bagi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi
informasi -v-ang disediakan sesuai ketentuan
peraturan peru ndang undd ngan
Ketentuan iebih lanjut mengenai pemanfaatan
leknologi informasl sebagaimana dimaksud pada
ayat {2), diatur dalam Peraturan Bupati.
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BAB VII
PERAN SERTA MASYARANAT

Pasal 42
(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik dimulai sejak penlr-rsunan
standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan
pemberian penghargaan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada alat (1) diwujudkan dalam bentuk
kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban
masyarakat, serta peran aktif dalam penl.usunan
kebijakan peiayanan publik.

(3) Masyarakat dapat membentuk lembaBa
penga\\''asan pelayanan publik.

(4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB VIII
RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN

T(ORUPSI

Bagian Kesatu
Pe[etapan dar Ruang Litgkup

Pasal 43
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,
Pemerintah Daerah menetapkan RAD-PK 1'ang
bersinergi dengan kebijakan nasional dan/atau
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.
Ruang lingkup RAD-PK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paiing sedikit meliputi:
a. upaya peningkatan pelayanan publik;

(2)
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b.

c,

harmonisasi peraturan perundang undtflgan
dalam rangka mendukung program
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme; dan
upaya penyelamatan barang milik Daerah.

(2)

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 44
RAD-PK harus didukung dan dilaksanakan oleh
seluruh SKPD dan BUMD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,sinkronisasi
dan simplikasi secara vertikal, horizontal dan
diagonal da lam lingkungan masrng-masing
maupun antar rrnir \aluan organisasi.
Pelaksanan RAD-PK sebagaimana dimaksud pada
a]'at (1) mengikutsertakan dukungan masvarakat
dan pemangku kepentingan lainnya dalam
penyelenggaraan upal/a percepatan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
serta peningkatan pelayanan publik.

BAB D(
I(ERAHASIAAN DOKUMEN

Pasal 45

Penyelenggara wajib menjamin ketersediaan
dokumen ybng aLrenrik dan rerpercala sesuai
prinsip, kaidah dan standar kearsipan
sebagaimana dibutuhkan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, untuk diakses masyarakat.

(1)
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(2)-Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diakses untuk kepentingan pemanfaatan,
pendayagunaan dan pelayanan publik, dengan
memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan
keselamatan arsip,

(3) Dokumen penyelenggaraan pelayanan publik
dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi
persyaratan yang diatur dalam ketentuan
Petaturan perundang-undangan.

(4) Perryetenggara dan Pelaksana yang membuka
dah/atau tidak menjaga kerahasiaan dokumen
pelayanan publik yang seharusnya dira-hasiakan
kepada pihak yang tidak berwenang, dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undaRgan.''f5i Ketenruan lebih lanjut mengenai kerahasiaan

'-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
'.' darl ayat (4) dlatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGASIASAIT

Pasal 46
(1) Pehgawasan penyelenggaraqn pelayanan publik

diIxft11ar1 oleh pengawas internal dan pengawas
eketer:nal.

(2) Pehgawa,qan intemal penyelenggaraar pelayanan
publik dilakukan melalui;
a. pengawasan oleh Penyelenggara: dan
b, pengawasal oleh instansi pengawas fuhgsional,

(3) Pebgawa$an ekstemal penyelenggaraan
pelayanan publik dilala-ukan melalui:
a. pengawasan oleh masyarakat;
b. pengawasan oleh DPRD; dan
c. Pengawasan oleh Ombudsrnan,

39



(2)

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47
Petyelenggara atau pelaksana yang melanggar
ketentuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (3), Pasal 20 huruf g, dan Pasal 22 hurul e
dikenakan sanksi teguran teftulis.
Pelryelen8gara atau pelaksana yang melanggar
keientuan sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) dal1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) huruf b dan
humf e, Pasal 20 huruf e dan huruf f, Pasal 21
huruf a, Pasal 22 huruf b, Pasal 34 ayat (2) dart
Paltal 35 ayat (3) dikenakan sanksi teguran
tefiu1is, dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan
tidak rnelaksanakaa ketentuan dimaksrrd
dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat
selama I (satu) tahun dan/atau pembebasan dari
jabatan.
P€nyelenggara atau pelaksaaa yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, Pasal 33
ayat {3), Pasal 34 ayat (t), Pasal 35 ayat (1) dan
Pasal 39 ayat {1) dikenakan sanksi pehurunan
gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk
paling lama 1 (satu) tahun.
Penyelenggara atau pelaksqna yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud da.1am Pasal 16
ayat (1), Pasal 2O huruf b, huruf e, hurufj, huruf
k, huruf I, Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, Pasal 22 huruf a, huruf d, Fasa1 26
ayat (2) dan ayat {4) dan Pasal 32 dikenakan
sarrksi penundaan kenaikah pangkat selama 1

(satu) tahun.
Penyelenggara atau pelakssna yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O
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'nuruf a, Pasal 26 ayat (1) dikenakan salksi
pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan s€ndiri.

(6) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayal 12) huruf c dan Pasaj 8 ayat (i)
huruf c yang melanggar ketentuan Pasal 20
huruf a dikenaka! sanksi pembekual misi
da!/atau izin yatg diterbitkan oleh instansi
Pemerintah Daerah.

(7) Penyelenggara yang dikenakan salksi
sebagaimana dimaksud pada ayat {6), apabila
dalam jarrgka waktu pa.ling lama 6 (enam) bulan
tidak melakukan perbaikan kinerja dikenakal
sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh
instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 48
{1) Pehyelenggara atau pelaksana yang tidak

melakuk€n kewaiibarl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1), dan atas perbuatan
tersebut mengakibatkan tihbulnya luka, cacat
tetap, atau hilangnya nyawa bagt pihak lain
dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Peqgenaan sanksi pidana sebagaimara dimaksrrd
pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya
membayar ganti rugi bagi kotban.

(3) Begaran ganti rvgi bagi korban ditetapkan
berdasarkan puusan pengadilan.

Pasal 49
(1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak

melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) ataB perbuatan tersebut
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mengakibalkan kerugian negara diken-r<an
denda-

(2) Besaran d€nda ditetapkan berdasarkan putusan
pengadilan.

Pasal 50
(1) Sarksi ba$ penyelenggara sebagaimana

dima.ksud dalam Pasal 47 , Pasa] 48, dan Pasal 49
dikenakan kepada pimpinan penyelenggara.

(2) Pehgenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh atasan penyelenggara
yahg bsrtanggung jawab atas kegiatan Pelayanan
publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangafl,

(3) Pelanggaran yang dilakukaA oleh penyelenggara
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 yang
menimbulkan kerugian wajib dibayar oleh
pehyelenggara setelah dibuktikan nilai
kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangai.

Pasal 51
Pimpinan penyelenggara dan/atau pelaksana yaflg
dikenakan sanksi sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dapal dilanjutkan
pemfoBesan perkara ke lembaga peradilan umum
apabila penyelenggara melakukan perbuatan
melawan hukum dan/ atau penyelenggara melakukan
tindak pidana.

BAB XII
KETEIITUAN PETTUTUP

Pasal 52
Peraturan pelalsanaan Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejal
Peraturan Daerah ini diundangkan, 
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Pasal 53

P€raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempataniya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

Ditctapkan di sunggtlllinasa
pada tangga1 27`勢 t・ Is 2015

町 BUPATI GOWA,

～MUH SIDIK SALAM

Diundangkall di Sungguminasa
pada tangga1 27 A♂ぉtus 2015

SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH 卜しヽBURへTEN GOWA TAHUN
2015 NOMOR 3

NOREc PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULヽWEsl sEし TヽAN 3 TAHUN 2015
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